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Abstract: Money laundering or money laundering is a series of activities which is a process
carried out by a person or organization against illicit money, namely money from criminal
acts, with the intention of hiding, disguising the origin of the money from the government or
the competent authority to take action against criminal acts by means of: other and especially
include the money in the financial system so that the money can then be issued to the
financial system as lawful money. Money laundering has now become a phenomenon in the
world and also an international challenge. There is no universal and comparative definition
of money laundering and many parties, both from the prosecution, crime investigation
agencies, businessmen and companies, developed countries and third world countries each
have their own definition of what is called money laundering based on different priorities and
perspectives. Money laundering generally comes from criminal activities, one of which is
narcotics crime. The approach method used in this study is a normative juridical approach.
The research specifications used are normative descriptive, primary and secondary data
sources and use qualitative analysis. This writing is analyzed. Problems are analyzed with
the theory of legal certainty and the theory of justice

Keyword: Crime, Money laundering, Narcotics

Abstrak: Pencucian uang atau money laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan
proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang dari
tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan asal usul uang tersebut dari
pemerintah ataupun otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana
dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan
Sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dengan sistem keuangan tersebut sebagai
uang yang halal. Pencucian uang (money laundering) saat ini telah menjadi suatu fenomena
di dunia dan juga menjadi tantangan Internasional. Tidak ada definisi yang universal dan
komparatif mengenai pencucian uang dan banyak pihak baik dari pihak penuntut, lembaga
penyidik kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, Negara-negara maju maupun
Negara-negara dunia ketiga masing—masing memiliki definisi sendiri mengenai apa yang
disebut pencucian uang berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Pencucian uang
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pada umumnya berasal dari kegiatan-kegiatan kriminal salah satunya kejahatan narkotika.
Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif,
Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptifnormatif, sumber data primer dan
sekunder serta menggunakan analisis kualitatif. Penulisan ini dianalisis Permasalahan
dianalisis dengan teori kepastian hukum dan teori keadilan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencucian uang, Narkotika

PENDAHULUAN

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus menjadi masalah serius
yang memerlukan perhatian hukum dan kebijakan yang tegas. Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika hadir sebagai upaya untuk memberikan payung hukum dalam
menangani kejahatan narkotika yang semakin kompleks. Kejahatan narkotika tidak hanya
merugikan individu, tetapi juga masyarakat dan negara secara keseluruhan, mengingat
dampak buruk yang ditimbulkannya terhadap kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan
nasional.

Dalam konteks hukum, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika sering
kali dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kesulitan dalam proses pemindaian dan
pengumpulan bukti yang valid. Teori kepastian hukum, yang menekankan bahwa hukum
harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, menjadi landasan penting dalam mengkaji
bagaimana pemindaian terhadap pelaku tindak pidana narkotika diatur dan dilaksanakan?

Pemindaian merupakan salah satu instrumen penting dalam proses penegakan hukum
untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan mengumpulkan bukti terhadap pelaku tindak pidana
narkotika. Namun, implementasi pemindaian ini sering kali menimbulkan perdebatan,
terutama terkait hak asasi manusia dan perlindungan privasi. Oleh karena itu, penting untuk
mengkaji secara mendalam pengaturan pemindaian dalam UU No. 35 Tahun 2009 agar dapat
memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara
komprehensif mengenai tindak pidana narkotika, mulai dari definisi, jenis-jenis narkotika,
hingga sanksi bagi para pelanggar. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat ketimpangan
dalam penerapan hukum, terutama dalam hal pemindaian terhadap pelaku. Hal ini
menimbulkan kekhawatiran tentang apakah hukum telah memberikan kepastian yang cukup
bagi semua pihak yang terlibat.

Kepastian hukum dalam konteks pemindaian terhadap pelaku tindak pidana narkotika
menjadi penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak hanya efektif,
tetapi juga adil dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Tanpa kepastian hukum,
proses pemindaian dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, baik bagi aparat
penegak hukum maupun bagi masyarakat.?

Perang terhadap tindak pidana Narkotika merupakan fokus yang sangat signifikan
dalam suatu negara berdasarkan hukum, bahkan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu

1 Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui
Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Jurnal Crepido Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum:
Filsafat dan Ilmu Hukum. VVolume 01, Nomor 01, Juli 2019

2 |skandar Wibawa . 2019. Implementasi Asas Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Berdasar Cita Hukum
Bangsa Indonesia (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Banyumas tentang kasus mbah Minah)
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pemerintah. Salah satu unsur yang sangat penting dari penegakan hukum dalam suatu negara
adalah perang terhadap Tindak pidana narkotika yang sudah sangat akut, yang merusak
semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk perekonomian serta penataan
ruang wilayah Di Indonesia, Narkotika tidak asing didengar oleh masyarakat, Narkotika
sudah menjadi wabah penyakit yang menular disetiap aparat negara dari tingkat yang paling
rendah hingga tingkatan yang paling tinggi. Bukan hanya para bandar yang terlibat kasus
Narkotika, tetapi masyarakat umum pun terlibat kasus Narkotika. Narkotika merupakan
kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) sekaligus merupakan kejahatan yang sulit
dicari pelakunya (crime without offends), karena pengedar dan distributor merupakan wilayah
yang sangat sulit ditembus. Mengapa demikian,karena kejahatan Narkotika dikatakan sebagai
invinsible crime yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, dimana modus
operandinya merupakan kegiatan sistematis dan berjamaah.?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan pemindaian
terhadap pelaku tindak pidana narkotika diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 dan sejauh
mana pengaturan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip kepastian hukum. Dengan demikian,
hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum
narkotika di Indonesia, khususnya dalam memastikan bahwa proses pemindaian dilakukan
sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang diharapkan

Penelitian ini juga menganalisis model pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana
narkotika yang ideal berdasarkan teori kepastian hukum. Hasil penelitian diharapkan dapat
memberikan kontribusi dalam pembaruan hukum pidana narkotika di Indonesia, memastikan
bahwa pemidanaan tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip
kepastian hukum.

METODE

Jenis hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis
normative (normative law research) yaitu penelitian yang didasarkan pada suatu kaidah
norma yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku hukum bagi setiap orang.
Fokus penelitian hukum normative adalah pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan
doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto atau putusan pengadilan,
sistematik hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN
Peraturan pemindaian terhadap pelaku tidak pidana narkotika dalam Undang-undang
nomor 35 Tahun 2009

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan
adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan
sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan
diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.

Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam
hukum  itu sendiri dan  kepastian  karena  hukum. “Kepastian dalam hukum”
dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-
kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya
akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek

% Dwi Setyo Utomo Dan Achmad Sulchan, Tinjauan Yuridis Pemidanaan Tindak Pidana pencucian Uang,
Konferensi llmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4 Universitas Islam Sultan Agungsemarang, 2020, Pp.852
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banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi
norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna
sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada
ketidakpastian hukum. Radbruch mengatakan bahwa hukum itu harus memenuhi berbagai
karya disebut sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah: keadilan,
kegunaan dan kepastian hukum.

Upaya untuk memberantas praktek pencucian uang, maka pada tahun 2002 Indonesia
telah memiliki Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,
namun demikian ternyata masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam perumusan tentang
perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai money laundering yang hanya ada 15
(lima belas) predicate offence. Dalam perkembangannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002
Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah disempurnakan, perumusan tentang perbuatan-
perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai money laundering bertambah menjadi 26 (dua
puluh enam) predicate offence yang memasukkan semua perbuatan pidana yang dijatuhi
hukum 4 (empat) tahun penjara atau lebih yang merupakan tindak pidana asal pencucian uang
juga dapat dikenai pidana pencucian uang.

Terlepas dari adanya kepentingan kepentingan di luar hukum pidana yang jelas
Undang-Undang No. 25 tahun 2003 elah merubah dan menambah Undang-Undang No. 15
tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian telah disesuaikan dengan
perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik dan standar internasional, sehingga
terbitlah Undang-undang yang baru Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Model Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Kejahatan
Narkotika Berbasis Keadilan

Tindak pidana money laundering merupakan kejahatan berdimensi sangat luas karna
perbuatan tersebut harus memiliki tindak pidana asal, misalnya narkotika. Pelaku tindak
pidana narkotika berusaha melakukan penyamaran atas hasil kejahatan narkotika sebagai
upaya menyamarkan sebagai aset yang diperoleh dari sumber sah. Tipologi pencucian uang
menunjukkan bahwa perdagangan narkotika merupakan sumber yang dominan dan
merupakan kejahatan asal (predicate crime) dari adanya tindak pidana pencucian uang.
Pemidanaan terhadap pelaku yang memiiki hasil dari tindak pidana narkotika yang berimbas
adanya tindak pidana pencucian uang yang menimbulkan problematika dalam sistem
pemidanaannya. Karna terdapat dua jenis tindak pidana yang berkaitan antara satu dengan
tindak pidana lainnya yakni tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang.
Masing-masing dari tidak pidana tersebut telah memiliki Undang-undang yang memuat
ketentuan pidana dengan unsur-unsur pidana yang sesuai dengan pasal dalam undang-undang
terkait. Adapun yang menjadi dasar hukum dari tindak pidana Narkotika adalah Undang-
Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam
perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas
yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif serta memanfaatkan lembaga di
luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Dalam mengungkap kasus
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peredaran gelap Narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) selalu menjerat jaringan sindikat
Narkoba dengan tindak pidana pencucian uang.*

Karakteristik dasar dari pencucian uang adalah kejahatan yang bermotif mengejar
keuntungan yang sebesar-besarnya, hal ini berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya
yang menakutkan masyarakat. Kejahatan ini mempunyai sifat penciptaan Kkreativitas
pengembangan kejahatankejahatan baru yang bersifat internasional. Terorganisir secara
profesional dengan menggunakan teknologi tinggi dan dengan pelayanan sarana bisnis yang
menguntungkan. Perang terhadap tindak pidana Narkotika merupakan fokus yang sangat
signifikan dalam suatu negara berdasarkan hukum, bahkan merupakan tolak ukur
keberhasilan suatu pemerintah. Salah satu unsur yang sangat penting dari penegakan hukum
dalam suatu negara adalah perang terhadap Tindak pidana naekotika yang sudah sangat akut,
yang merusak semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk perekonomian serta
penataan ruang wilayah Di Indonesia Narkotika tidak asing didengar oleh masyarakat,
Narkotika sudah menjadi wabah penyakit yang menular disetiap aparat negara dari tingkat
yang paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi.Bukan hanya para bandar yang
terlibat kasus Narkotika, tetapi Masyarakat umum pun terlibat kasus Narkotika. Narkotika
merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) sekaligus merupakan kejahatan
yang sulit dicari pelakunya (crime without offends), karena pengedar dan distributor
merupakan wilayah yang sangat sulit ditembus. Mengapa demikian, karena kejahatan
Narkotika dikatakan sebagai invinsible crime yang sangat sulit memperoleh prosedural
pembuktiannya, dimana modus operandinya merupakan kegiatan sistematis dan berjamaah.®

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
narkotika tidak boleh dilakukan dengan carayang konvensional harus dilakukan diluar
kelaziman penanggulangan kejahatan lainnya . Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah
mendorong agar hukum mampu berperan dalam upaya menciptakan kontrol guna mencegah
hasil tindak pidana narkotika dapat dinikmati oleh yang pelaku tindak pidana narkotika,
karena factor mendapatkan uang banyak dengan mudah yang akan mereka upaya gunakan
untuk menjaga asset recovery (pengamanan asset). Andrew Haynes mengatakan bahwa
paradigma baru dalam menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan
nafsu dan motivasi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan, dengan cara
menghalanginya untuk menikmati hasil atau buah dari kejahatan yang dilakukannya . Karena
hasil kejahatan merupakan life blood of the crime, artinya hasil kejahatan merupakan darah
yang menghidupi tindak kejahatan sekaligus titik terlemah dari rantai kejahatan yang paling
mudah dideteksi. Upaya memotong rantai kejahatan ini selain relatif mudah dilakukan juga
akan menghilangkan motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan karena tujuan pelaku
kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya terhalangi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan lex specialis dari KUHP maupun
KUHAP. Penegakan hukum TPPU berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika haruslah

4 Mastina Hotma Bertalia Malau, Lesson Sihotang, Roida Nababan, Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak
Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Kputusan
Nomor:81/Pid.Sus/2017/Pn.Jpa), PATIK : Jurnal Hukum Volume 07 Nomor 01, April 2018 Page : 21 - 31
> Dwi Setyo Utomo Dan Achmad Sulchan, Tinjauan Yuridis Pemidanaan Tindak Pidana pencucian Uang,
Konferensi llmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4 Universitas Islam Sultan Agungsemarang, 2020, Pp.852
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dipandang secara luas berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana yang berlaku di Indonesia
sebagaimana tertuang dalam norma-norma hukum materiil dan hukum formil yang
terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana

KESIMPULAN
Berdasarkan analisis terhadap pemidanaan tindak pidana narkotika dalam perspektif
teori kepastian hukum, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan Hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah
memberikan dasar hukum yang komprehensif, namun dalam implementasinya masih
ditemukan ketidakkonsistenan dan celah hukum yang berpotensi mengurangi kepastian
hukum. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika sering kali menghadapi
hambatan, termasuk disparitas putusan hakim, kurangnya standar yang jelas, dan
tantangan dalam pembuktian hukum, yang semuanya mempengaruhi kepastian hukum.

2. Model Pemidanaan Ideal: Model pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika
yang ideal adalah model yang mengutamakan kepastian hukum dengan memastikan
bahwa hukum diterapkan secara konsisten, adil, dan proporsional sesuai dengan tingkat
kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Model ini harus mendukung efek jera,
rehabilitasi bagi pengguna, dan pemberian sanksi tegas bagi bandar dan pengedar.

Kesimpulan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan sistem hukum
pidana narkotika di Indonesia yang lebih adil, pasti, dan bermanfaat bagi masyarakat
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